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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEOIRI

PERATUMN DAEMH KABIJPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAI{UN 2004

i

\ TENTANG

\ger.rmleunnr MoDAL Dt TGBUeATEN KEoRt

DENGAI\I MHMAT TUI{AN YAT€ MAI{A ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa ssltai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahr.rn

19SO bn0rng Pemodntahan Daerah yang m€mberi

kewenangan yang luas, nyah dan bertanggung larvab,
sdringga Dasrah dapat mengotur dan mehksanakan

kewenarqannya atas prakarsa sendiri seeuai kepentingan

masyarakat sdempat &n potenni Daerah;

b. bahwa dclam upaya memberi perllndungan kepada

masyarakat, pclayanan prima dan kepastan hukum dalam

rangla penanaman modal baik PMDN maugJn piilA peiu

merietapton Pera&ran Daerahi

c. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagalmana dlmaksud

dahm huruf a dan b perlu membentrk Perafuran Daerah

bnteng Penanaman Modal dl Kabupeten Kedirl;

1. Undarp-undang Norror 12 Tahtn lg50 bntang
Pembentukan DaoratHaorah Kabupaten dalam Llngkungan

ProSnsi Jarva Timur:

2. Undang+mdang Nomor 5 Tahun 1960 bntarq Peraturan

Ihsar Pokok-pokolc Agraria (Lembaran Negara RepuUik

lndonch Tahun l9f) Nomor 1(X Tambahan Lembaran

Ncgara Repbllk lndmeh Nomor 20l(l );

Menimbang :

Menglngat i
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3. Undangmdang tlornor 1 Tahun 1967 Juncb Udarq-
un&ng Nomor 11 Tahm 1970 tentang Perubehan dan

hmbahan Undangundang tlomor I Tahun 1967 bnbng
Penanaman Modal AlirE Qembaran Negnra RepUik
lndonesh Tahun 1970 tlomor I Tambehan Lembaran

Negara Republlk lndonesh Nomor 29411);

4. Undangundang l,lomor 6 Tahun 1ffi junc'lo Undang-

undang l$mor 12 Tahun 1970 brilang Perubahan dan

Penambahan Undang-undang i.lomor 6 Tahm 1968 bntrng
Penanaman lulodal Dahm N€g6ri (Lembaran Negara

Republlk lndonesla Tahun 1970 Nornor 47, Tambahan

Lemberan Negara Nonpr 29t!{);
5. Undangr,udang tlomu I Tahun 1970 bnhng Kesehmatan

Ke{a (Lembaran Negara Republlk ldonesla Tahun 1970

l.lomor 1, Tambqhan Lemberan tlegpra Rerubllk lndormla
Nomor2918);

E. UndarqFrrdang Nomor 5 Tahun 1984 bnhng Pedndusfhn
(Lembenn Negara RepuUik lndonq$a Tahun 19&4 l.lomor

22);
7. Undangundang t{omor 23 Tahun 1907 bnhng Pengolohan

Linglongan Hldup (Lembaran Negara Republlk lndonesla

Tahun 1997 l,lanor 68, Tambqhan Le,mbaran Negara

Rep,ubllk lndoneslo l,lomor 3889);

E, UndangnrxlarE Nomor 22 Tahun 1S0 bntang
Pemerlrfihan Daerah (Lembaran tlegpra Republik

lndonesia Tahun 1S Nomor d), Tambohan Lembqnn

Negan Republik lndoneeia Nomor 3&19);

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 bntarry

Ketenagakedaan (Lembaran l$gara Republlk lndonsla
Tahun 2flI3 ilomor 39 Tambahan Lembqran Negara

RepuUlk lndoneia l.lomor 4279 ) ;

lO.Peraturan Pemednbh Nomor 24 Tahun 1997 WtbIE
Perdaftaran Tanah (Lembcran tlegnra Republlk lndotnh
Tahun 1S7 Nomor 59, Tambehan LembaranNegara

Republlk lndoneh i,lomor 3@6);

ll.Pemturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 19S bntarp
Peneiliban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran

Negara Republik lndonesla Tahun 1SO8 t$omor 51,

Tambohan Lembaranllegnra Republlk lndmcla l.lomor

3745.);
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l2.Penhran Pemerlnbh }bmor 27 Tahun 19S bntang
tuialisis lllengenai Dampak Lingkungan HHrp (Lernbaran

l.legnra Republik lndonesh Tahun 1909 Norpr 59,

Tambahan LembaranNegara Republlk lndonesla Nomor

3E38);

13. Peraturen Pemerinbh Nomor 25 Tahun 2fiD bntang

lGrvenangan Pemeilntah dan Keyuenangnn Prodmi sebagal

Daerah Otonom (Lemberan l-legan Republik lndoneeia

Tahun 2ffi Nomor 5f, Tambahan Lembaranl.legara

Republik lndoneia Nomor 30Sl);

14.Keputusan Presiden Nomor S7 Tahun 1gl Juncto

Keputusan Preeiden Nomor 1'15 Tahun 1908 bntang

Perubahan Atas Keputran Presiden Nomor 97 Tahun 199ti

tentang Tatacara Penanaman Modal ;

15.Keputusan Presidofl Nomor 44 Tahun 1999 bntang Te*nik

Penyusunan Perafuran Perundang-undangan dan Benfuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan PeratJran

Psmerintah dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran

Negara Republik lndoneia Tahun 1999 llomor 70);

l6.Keputusan Preslden Nomor 96 Tahun 2000 luncto

Kepdrcan Presiden Nomor 118 Tahu 2000 bntang Bidang

Usaha yang tedutup dan Bldang Usaha yang torbuka dengan

pemytrahn Tertentr bagi Peflanaman Modal (Lcmbaran

Negara Repbllk lndonesia Tahun 2000 Nomor 135);

lT.Keptsan Preolden Nomor 5 Tahun 2001 bntaru

Pelaksanaan PengaKnn Koronangan Kabupeten dan Kota;

lS.Kepdsan Pre$den Nomor 127 Tahun Z)01 tentang Bidang

/ Jenls Uraha yang Didangkan untuk Usaha Keoil dan

BUang / Jenis Usaha Terbuka Untuk Usaha Menengah tru
Besar Dengan Syarat KemlEaen;

l9.Keputusan Preslden Nomor 34 Tahun 2fi8 bntang

KebiJalon Naslonal di Bldang Pertanahan ;

20. Poraturan Mentari Negara Agrada / Kepala Badan

Pedanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1909 tentang lzin

Ldffil;

/
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2l.Keputusan Menterl Negnra lnvetacl / Kepala Badan

Koordinasl Penanaman ttlodal Nomor 3€ySlOlSg tentang

Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal yarq Odrlltan

Dalam Ranglo Penanaman Modal Dalam Negprl dan

Penanaman Modal Asing;

22.Keputusan Mentari Dalam Negeri dan Olonomi Dasrah

Nomor 21 Tahun 2001 bntang Teknik Penyusunan dan

Mated Mu&n Produk-produk Hukum Daerah;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Obnomi Daerah

Nomor 22 Tahun 2fi)1 bnhng Bentuk Ptoduk-prod*
Hukum Daerah:

24.Keputrsan Ment$l Dalam Negerl dan 6nomi Eherah

Nomor 23 Tahun 2fi)1 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

25.Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor130€7 Tahun

20O2 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

26.Peraturan Daerah Kabupden Elaerah Tinglot ll Kedlrl Nomor

2 Tahun 19@ bntang Relbucl ldn Gangguan (Lembaran

Daerah Kabupoten Daerah Tinglot ll Kodiil Tahun 1909 Seri

BNomorTts);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kedirl Nomor

6 Tahun 1S9 bntang R€frlbusi tsln Medldkan Baqgunan

(Lembaran Daerah Kabupden Daerah Tingkat ll Kedld

Tahun 1SO Seri B Nomor 10/B) ;

28.Peraturan Daerah Kabupatan Kedid tlomor 16 Tahun 2fiI)
Juncb Perafuran Da€rah lGbupabn Kedid l.lomor 9 Tahun

Zm iBnbng Perubahan Atas Pcraturan Deerah Kebupaten

K€diil Nomor 16 Tahun 2000 bntang Susunan Organioasi

dan T6 Keria Dnas.dlms Daerah ;

29.Psahrran Daerah Kabupaten Kediri tlomor 3 Tahun 20(2

bntang Program Pembangunan Daerah Kafupaten Kedld

Tahun 20(2-2fi)5 (Lembaran Daerah lGbupaten Kediri

Tahun 2fl)2 NomorJC Sed C);

3O.Peraturan Daerah Kabupaten Ksdid tlomor 4 Tahun 2fi2
bntang Rencana Statagis Daerah Kabupatan Kedirl Tahun

20xJ2-Zfx5 (Lembaran Daerah Kabupaten Kedlrl Tahun 2fiI2
Nomor 4/C Seri C Tambahan Lemberan Daerah lGh'tpaten

Kedlrl Nomor 1 Serl E);



3l.Peraturan Daorah Kabup€ten Kodlrl Nomq 7 Tahun 20@
bntang Penerbibn Lembaran Deerah dan Berib therah
Kabup€hn Kedirl (Lembanan Daerah Kabupaian Kedlri
Tahun 2fi2 i.lomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah
Kahtpen Kediri l,lomor 1 Sed E);

32.Peraturan Daerah Kahlpeton Kedlri l.lomor 5 Tahun 2fi8
bntang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupabn K€did

Tahun 20(B - 2010 (Lanbaran Daerah lGbup€0en Kodid

Tahun 20(B Nomor 7 Seri E, Tambohan Lembaran Daerah

i.lomor 3 Seri E) ;

33.Peratuian lherah Katupaten Kodiri Nomor 1 Tahun 20(X

tontar€ Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

lGbupabn Kedid Tahun 20(X (Lembaian Daerah lGbupaten

Kediri Tahun 2004 Nomor 1 Sed E);

Dengan pemh{uan

DEWAN PER\,VAftAI.I RAKYAT DAERAI.I KABI,'PATEN KEDIRI

MEMUTUSIGITI :

ttlenetapkan : PERATURAN DAEMH I(ABI PATEN KEDtRt TENTAt,tc

PEMNqMANMODAL DI KABUPATEN KEURI

BAB I

KETENTI.'AN UMUM

hsd 1

Dahm Peraturan Dacrah lnl yang dltmlcud derpsn :

1. Dacrah dehh tGh.paten Kedlil.

2. Psncrlntth Decrah dalah &rpat b6oft ponnglst dacrah

otonom yang hln s€bagal Badan EkrdcdfDaorah.

3. Kepah therah adahh Bupd Kedld

/
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Penanaman ilodal dahh usaha menanamkan modal yang

dapat dilakulcan socara langsung yaknl oleh pemllilatya

sendlri ahu tdak larpsung yaknl melalul pombolhn obllgnsi-

odigaai, surat-.surat keilas perbendaharaan Negara, emisi-

amisl hlnnya (saham-saham) )ranS dikeluarkan oleh

p€rusahaan, serta depoeito dan hbungan nng berjangka

sdrurangkurang I (satu) Tahun balk yaqg menggunakan

fasiiitas maupun )ranS tldak menggumkan fagilibs

sebagalmna dimaksud dahm Undang-undang l.lomor t
Tahun 1967 juncto Undang-utdang Nomor 11 Tahun 1970

tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing dan Undang

undang Nomor 6 Tahun 1968Juncb Undangrundang Nomor

12 Tahun 1970 tertang Psrubahan dan Penambahan

Udangnndang Nomor 6 Tahun 196E tsntang Pernnarnan

Itlodal Dalam tWod;

Modal thhm Negorl adalah baglan daripada kekayaan

masyarakat lndonesia brmasuk hak-hak dari benda-benda,

balk yang dlmfild oleh n€gara milpun swasta naslonal atau

wnsta aslng yang berdomblll dl lndonesia yang dlslslhkan /

dis€diahn guna menplankan sesuatl usaha sepanJang

modal tersebut tldak dffiir oleh kdentuan*ebntuan pasal 2

Undang-r,mdang Nomor 1 Tahun 1967 bntang Penanaman

Modal Asing;

Penanaman ttlodal Dalam Negeri yang selanjuhya dlsinglot

PMDN adalah penggunaan darlpada kekayaan sepert

brsebut dalam angka 5 (llma), baik secara langsung atau

tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ahu

berdasarkan k€tentuan Undang-undang Penanaman Modal

Dalam Negeri.

Modal Asir€ adalah :

a. alat pornbqEran luar negeri yang tidak merupalon baghn dad

lclryaan dsrisa lndon€8ia, yang dengan petsduruan

Penerintah digunalcn untuk p€inE*ayaan pennahaan di

lndonesia,

b. alat-alat unfuk perlBahaan, temasuk penetnufi-p€n€muan

beru millk orarE a8rng dan bahm-bdttn, yang dinasrldGn

dari luar ke dal*n wilayah ln&neela, *lama alat-ald tenebut

tidakdbiayai dan kelcyEan daisa ln<hneeh;

7.

5.

6.



7

c. baghn darl hasil perusahaan yang bedesarkan Undang-

undang Penanamn iilodal Asing dlperkenankan

dlhemilor, totapi diperyunakan untuk membiayal
perusahaan di lndonsia.

8. Penanaman Modal Asing yang danjutnya dslngkd PMA

adalah penanaman modal asing secara hryaury yang

dllakulon menurut abu bqrdasaftan k€tenfuan-kdentJan

Undang-undang d lndonesia, dalam art bahwa pemillk

modal sscara langsung menanggung resiko dari p€nanaman

modal tersebut;

9. Psnrohonan ponanaman modal baru adahh pemohomn
penofuluan psnamman modal baik penanaman modal

dalam nngka Penanaman Modal Dalam N€g€d eMDft{)
maupun Penanaman Modal Asirp (PIt A) yary dhjukan
calon penanam modal unfuk mendirilon dan rnenjalanhn

usaha baru.

10. Permohonan perluasan penanaman modal adahh
permohonan Derluasan / penambahan modal b€sefta

hsllltamya untuk menambah lcapasltus brpasarp yang

disetujui dan / atau menambah jenis produksi barang / jasa.

11. Permohonan perubahan penanamrn modal adalah

permohonan persefuJuan atas perubahan ktontran-

kdentran penanaman modal yang blah dltehpkan dahm

persetujuan ponanaman modal sebelumnya.

12. Surat Persetujuan ponanaman modal dalam Neggi yang

rhnjuhya disingkat SP- PMDN adalah pendJuan dari

Kepala Daenh yans dlborlkan kepada penenam modal

dalam rangka Penanaman Modal Dalam NeC€d CMDIII)

unfuk mendirikan dan mcnlalankan usaha baru.

13. Perctuluan perluasan adalah peeet{mn ponanaman

modal dad Kepala Daerah untuk menambah kapqsltas

brpasang dan / atau Jenis produksi barang dan iasa yang

Elah dlset{ul.

14. Persetuluan perubahan adalah percetuJuan darl Kepala

&erah atas perubahan kebnfuan-lcderifuan ponanaman

modal tertentu yang telah dltetaplon dalam persetujuan

penanaman modal sebelumnya.
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15. AnClta Pongond lmpor& Terbab yang $hnluhya dblngkat

APIT adalah angka pengenaly.ne dlperyumlcn rbagni ldn

memauHon (mpor) barang modal &n bchan balu /
penobng untuk pemekrlan gendlri debm prcsa podulcsl

proyek penanaman modal yang telah dlset{ul pcmedntah.

16. PersetuJuan Rencana Penggunaan Tenaga Keda Aslrp yerp
solanluhf dkdrgket RPTK adahh penet{uan nno.na
jumhh, tsbehn drn hme pcttggumln bn.gn k d. tslng
yEnC diperlulon sebagal dasar untd< prrsd,rluen
pemasukan Tenaga Ke{a Wrrga Negnra Adry Peilffiry
G|$/iJI{AP) dan Psnorbibn Idn Kofra Tcnaga l6rla Warp
l,lcgnra AsltU (|KTA).

17. Eln pehlcanaan peltdrJtren pcmnamrn modal adeleh Eln
dad lbpcla Daerah dau pciebct yary dlUniuk yarU
dlperlulon untuk merealisadkan porsefuiuan penrnarntn
modal:

lE. Hn KcrJa Tenagtr Kcda Wargn l{ogara Aglrp yarp
sehnlutm disirgkat IKTA adalah kin bagl p€rulahsn
untuk mempokerjakan selumhh bnagn lleiia wrrgn negnra
*ting pandeng dahm jabdn den pcrbdc tcrtontr;

19. tsln tlraha Tdap yang rlanJuErya dbinglcat IUT adahh Hn
yanC udib dlmltld oleh perueahaan untuk nuhbanelcan
k€!flalan podubl komerslal balk produksl b*ang maupun
produkd lrra sebagal pclrhsanaan &s runt Pcnd{uen
Fcnarsnan Modd yang sobclumryr tcbh dlpdoletr
pcrusahaan.

fr. Eln tJsaha Perluasan adalah lzln yang waJlb dlmllld oleh
perusehran untrk melelcanelcen keghhn produbl
komeruial a0as penambahan produhri bemng maupun
produlcrd Fsa gebagai pelabanaan atas SuId Pcsd{uan
Perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya tchh
dlp€rdoh perusahaen.
lzin Lokasl adelah Hn yary dlbedkan kepada perusahan
unUk mqnperd€h tanah yang dipedukan dahm ranglo
penanaman modal yang bcrlaku pia rbagal izh
pemindahan hak.
Hn Mendldkan Bangunan yang sehnluUtyE dhittglcat IMB
adahh ldn yang dibeilkan olch Parerln0rh Daerah kepe
orang prrbdi &u badan untuk mendirilcn scuatr
bengunan yans dmaksud ager deaaln, pelakcanean
pemberpunan, dan berpunan rsml dcngnn roncrna tab
ruang yarp borlaku sesual dengan Kodsl€n Dasar
Bangunan 0OB), Kootulen Luas Bangumn (KLB) yatf
dlhhpkan dan rcqni dctpan syerat+yarat ksolemahn
bagi yang menempati bangunan bttebut;
lzln Gaqgguan adalah Pernbedan lzln ternpat usaha kepda
orang prlb€dl fiu bqdan dl loloEl bttentu yang

menimbullcan bahaya kerugbn, gsnggutn &n kelesta&n

LlrulomgEn Hldup seila ildak brmeuk teripet ut!h. yano

lolrlslrm Hah diUnluk oleh Pemedntrh Dmnh;

21.

22.
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24. Tanah Terlanbr adalah trnah yang dibrhntarkan oleh
pom€gang hak atas bnah, p€megsng hak pergolohan abu
pthak yang dah memperoleh dasar penguasaan tu tanah
btapi belum memperoleh hek atas tanah seuai k€t€flt in
Peratrran Perundang-undangnn ysng berhhl ;

25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang sebnjutrya
disirplct LKPM dalah laporan borlqla mengonai
perkembarpan kegiatan perusahaan penanaman modal
dahm benfuk dan tata cara sebagaimana yang dlb0apkan.

BAB N

PEMMMAI.IMODAL

pasal 2

Keglatan penanaman modal meli$ temua bldang usaha
yang merupakan kewenangan Daerah pada azasnya lerful€
untuk kegiatan p€nanaman modal kecuall bidarp usaha png
brnJfup mtdak bcr&arkan Perqfuran perurdangrundangan

yang bedaku ;

Pelaksanaan kegiatan ponanaman modal sebagaimana
dlmaksud dalam ayat (1) dlatur seouai dengan peraturan

Perundang-undangan )ang berlaku:
Petunam modal balk p€rorangan maupln Bdan l,Jsaha

hinnya yang akan mehkulcan pananaman modal balk proyek
baru maupun perluasan dalam ranglo PMDN berhak
mengajukan permohonan porsetujuan kepada Kepah
Daerah melalui instansi yang dih.rnjuk.
Syarat permohonan SP-PMDN proyek baru sebagaimana
dlmaksud dalam ayat (3) adalah adanya permohwran yang
dllampiri dengan :

a. Bukd dirl pemohon

1) Foto copy akte pendlrlan perusahaan dan
pengesahannya atau perubahannya unfuk pT.

BUMiI/tsUMD, CV, Fa ;abu
2) Foto copy anggaran dasar bagl badan koperasi ; abu
3) Fdo copy katu Tanda Penduduk lt(TP) rrnrk

P€forangan .

b. Surat Kuasa diatas mabrai cukup dari yar6 bertrak
apabila p€nandatanganan permohonan bukan dilakukan
oldr pemohon sondirl;

c. Foto copy Nomor Pokok Wajlb Paiak (NPflrP) pemohon ;

(2',)

(3)

(4)
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d. ProposalProyek;
e. Persyaratan dan /atau ketenfuan seftloral tertsnfu yang

dikeluarlcan ber&sartan Perafuran PerundangrundarEan
yang bedaku ;f. Bagi bidang usaha yang dlpenyaratlon kemlbaan atau
yang mdakukan kemi0aan mdampirlcan fdo copy:
1) Kecepakatan / pe{anJlan keda sama tertulis

mengenal kesepakatan bermtba dengan usaha kecil ,
yeng ailara hin memuat nama dan alamat maslng-
masing phak, pola kemitaan yarp akan digunakan,
hak dan korajlban maslng-rnasing plhak, dan bentrk
pembinaan yrng diberilon kepeda usaha kecil ;

2) Alda pendirian atau perubahannya atau dsalah Rapat
Umum Pemegang Saham EUPS) mengenal
ponyertaan usaha kecll sebagai pomegsng saham,
apabila kemttraan dalam bentuk penyerhan saham.

g. Surat pernyataan dlatas materai dari usaha kecil yang
menerangkan bahvra yang besangkutrn memonuhi
krde& usaha kecil sesuai dengan Perafuran perundarg
undangnn yang berlaku.

(O Syarat permohonan Surat Persetujuan SP-PMDN yoyek
peduasan seb{dmana dlmaksud dahm ayat (3) adahh
adanya permohonan yang dlhmpirl dengan :

a. Fotocopy lUT. kecualijika;
1) Proyek perluasan yang dimohon berbsda lokasi, atau
2) Proyek perluasan yang dimohon berbeda jenis

produlcsl.
b. Urahn prose produksi/kegiatan usaha peduasan untuk

bidang usaha yang tidak sejerris dengan bidang usaha
yarpdhetutdahm IUT;
Foto copy LKPM pcriode tenlhlr:
Surat kuaca bomatarai cukup darl yang benronang
apablla penandatargan permohoran bukan dllakukan
oleh DireksUpemohon ;

e. Bagl bldang usaha yang dipenpratkan kemlfaan atau
yang mclakukan kemitaan melamplrlcan Fdo co,py:
1) kesepakatan /per,lanjiaan kefi sama tciltlis mengienal

kesepakatan bermika dengan usaha kecil, yang
anlara laln rn€muat nama dan alamat maslng-meslry
pihak, poh kemitaan yarp akan dlgunakan, hak &n
kewajlban maslng-masing pihak, dan bentuk
pembinaan yang dlbedkan kepada usaha kecll;

2) hlldi keediaan peruuhaan untuk menyeftalon

usaha kecil sebagai p€mogang saham dalam bentuk

akta pendidan a0au perubahannya abu fuahh Rapd

Umum Pemsgeng Saham mengenai p€nyoilaaan

ucsho kocil sebagai pemogang saham, apabih

kqniEaan dalam bentuk penyertaan saham ;

c,
d.
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f. Surat pomyaban dfu materal darl usaha kecll yang

mnoangkan bahwa yang benaqgkuhn memanuhl lcdelia
ugaha kecll sob.golmena dlmaloud dahm perilrran
perundang- undengan yeng blrl*u.

Pasal 3

(1) Penanam modal yang tehh memperddr penet{mn PUDN

dan akan melakukan oper*lonal rnJlb nnrqnlukan
pormohonan lzln kapeda PcJabat yang bervrenarp

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bodaku

laiht
a. Angka Pengonal lmportlr Terbchs (APl) dan abu;

b. lzln mempekefahan Tenaga Kefa llYargn l.legpre Asing

(IKIA) berdasarkan \rba untuk mabrd keda yang Hah
dlsfijui deh lnstansi yarry bqffinsng dl bldary

keimlgnalan dan etau;

c. lzin Usaha Tetrp / fizin Usaha Perlua$n dan abu;

d. Eln Lokacl atau ldarltlkasl dan atau:

e. Surat keterangan pendafraran tanah (SKPT);

f. lzin Medirlkan Bangunan (lMB) dan ataui

g. ldn Gangguan /tflC;

h. Dan lain-lain perizlnan yang dlbr.rlr.rhlcan ganl dengnn

Peraturan Perundang-undangan yrng borlrhJ.

@) Pembedan lzin sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) huruf b

lhmus begl tonaga keria WaEa llegara AcinC yrm bd<cria

hanya dl lGbupaten Kedld.

(3) Ketentnn sebagaimana dlmalsud dahm huruf d, c, f dan g

bofttu luga untuk Perusahaan PMA dan PMDN yang surat

pors€fr.{uannya dikduarkan Pcm$ffih Prqlmi atru

Penrrinteh Pusat .

Pasal 4

(f) Jenlc,ienls pehnnan perizlnan yang dlborihrn oldr Dmreh

mellput:

e. SuretPenetuluanSP-PMDN.

b. ldn Ucaha Tetap.

c. lzln Peduasan.



(2)

(3)

(1)

t2

d. Suret Petset.rjuan Perubahan :

1. Lokl proy6{q

2. Luas penggunaan trnah ;

3. Bidaqg usaha;

4. Penggunaan tenaga kerja;

5. lnvestasi dan sumber pemblayaan;

e. Surd Pometuiuan Permohonan Perpanjangon Waktr
Penyclecaian Proyek.

f. lzin ldrai atau ldarifikasi .

C. SuratKeterangan Pendaftaran Taneh (SKPT).

h, IMB.

l. tsln Gengguan / l-lo.

Pemberian pelayanan po&fian sebegaimana dimd€ud
dalam ayat (l) , khusus hunrf f, g, h, dan I bcdeku luga
untuk perusahaan PMA dan PMDN lrarp surat

percetujtunnya dlkeluarkan oleh Pemerinhh Proplnsl a0ru

Pemerintah Pusd.

Mekanime dan tata cara pemberian idn lebegnrlrnana

dimasud dalam ayat (1) huruf d lebh hnfn dhr dahm

tccprnrran Kepala lherah .

Pasel 5

ltlasa berhku SP#MDN pellng btm 3 sga) Tahun dan

dapat dlpemanjang dengan alagan yanC dapet

dlperbrygunglawebhn dlscuaihn rhngon sltah
penanaman modal atru bldang usaha:

SP-PMDN akan bdal &ngnn sendirlnya apeblh dahm
jangka waktu yarp tehh dibtapkan tldak ada kegHan rUfata

dari penanamm modal baik dahm berfr.rk admlnh0al dan

dahm bontrkfigik;

Keg&n nyata dahm bonfrIk adnhisfasl cebegnlmana

dlmal€ud dahm ayat (2) edahh koeiatan manperobtr

perizinan berupa:

a. lzln lokasl atau perJanjian serva godung, dan abu
b. APlTdan atau

c. lKTAdan atau

d. IMB dan atau

e. ldn Gangguan / HO dan atau ;

(2)

(3)
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f. Dan laln-hin perlzlnan yang dhnuhkan s6ual dengan
Perafu ran Perundang-undangan yang borhku.

(4) Kegkftan nyata dalam b€ntuk flsik sebagaimana dimalsud
dalam ayat (2) adalah kemaJuan flslk proydr sckurang-
krrangnya 25% dari yang brcantrm dalam SP-PMDN
kecuall lr€cara telnls ada alasan yanC dapat
dlpertanggungjauabkan.

pasal 6
(1) Perusahaan yang SPfMDN nya akan berakhlr htapl proyek

belum selesai rniib mengaJukan permohonan perpenpngan
rvaktu penyelesahn proyek kepeda Kepah Daerah atau
Pejabatyang ditunjuk;

(2) Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pallng banyak 3 (ign) lcali dengan jangka waktu perpanjangan
masing-masing 1 (satu) tahun kecuali ada alasan yang dapat
dlperbnggungja\4abkan I

(3) Jangl€ Waktu perpanJangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diberikan oleh Kopala Daerah atau Pciabat yang
dltunpk berdagarlan pertmbangan Tim Teknls yang dbentuk
dengan Keprutusan Kepala Daerah ;

(4) Permofionan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajulon kepada Kepala Daerah atau Pgabet yang
dihnjuk paling hmbat 3 (tiga) bulan sebelum masa berhkunya
SP-PMDN berathlr.

(Q Persetujuan perpanjangan SP-PMDN sebagalmana dlmak$d
dalam ayat (1) dlkeluarkan oleh Kepala Daerah dau Pelabat
yang ditunJuk dalam bontuk Surat Persotrjuan Perpanlangan
PMDNI

BAB III
PEI.IGENDALIAI.I PELAKSANAAT{ PENANAMAN M@AL

Pasal 7
Pengendallan pelaksanaan penanaman modal dllakulon dengan
cara :

a. Pembinaan dilakukan dengan memfusilihsl penyelesaian

kelancaran izin, permasalahan dan hambfin dahm

pebksanaan proyek.

b. Pemnbuan dilakukan dengan mehkultan verifikasi dan

erraluasi pelaksanaan Fil'tanaman modal unfuk rpmperoleh

data realisasi atas kegiaian psnanaman modal yang hlah

mendapadcan percetujuan.

c. Pengawasan dilakukan dengan:

1) Melakukan evaluasi dan penelitan abs hporan dan

lnformasi tertane penyimpangan/pelanggaran pclaksanaan

penanaman modal oleh perusahaan.

2) Mengadakan pemeriksaan langeung ke lokasi prqpk
penanaman modal.
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3) i/bnindalGnjut ffs panylmpangadpelanggaran yanE

dihkukan oleh pnanam modal berdasarkan

ketenfuan/perafu ran yang berlaku.

Pasal 8

(1) Sedap penanam rrodal yang tolah mendepat Porcefuiuan

dalam rangka PMDN baik yang malh dalam tahap

pembangunan maupun nng tolah berproduksl komershl

dlwaJlbkan menyampaikan Laporan Keghtan Penanaman

Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala Daerah atau

PeJabatyang diGrniuk;

(2) illelonisrne dan benbk Lrporan berkala sebagaimana

dlmaksud dahm ayat (1) lebih laniut dlaEt dengnn

Keputsan l(epala Daerah.

BAB IV
II.ISENTIF PELMSAhIAAhI PENAT'lAirA'l tt ODAL

Pasal 9
(1) lnsentf berupa pembebasan Retibtrsi dan pcnychsaian

perlzlnan sebagalmana dtnnaksuC Calam pasal 4 dlbedkan

kepada p€nalnm modal bslk PMD,t'l ruuptm P[ilA dengnn

kotentuan:

a. Nllal lnvestasl l€bih &rl Rp. 't0. 000.000.000'- (capuluh

mihmrd rupiah) balk untuk penanaman modal baru

maupun perluasan 1ang dltunJuklan dengan buld s€ior

ahu bankgaransi :

b. Jumlah tenaga kerJa yang dlhtuhkan rkurang'

kurangnya 709{iberasal darl Tenagakeda dl Dqerah;

c. lknberi k€sempatan keikutsertaan Pcngu$ha thcrah

yang borPdcml untuk bermiba ;

d. Mercutamakan bahan baku yang bemrd dad Daerah ;

(21 lmenfff sebagalmana dlmakeud dahm ayat (1) bedatu $k
diterbitkan SP-PMDN dan 2 (drra) kall masa bsrhkunya

perizlnan yang menJadi karenangan Daerah.



BAB V

KETENTTIAN SANKSI

pasal i0
(1) Apoblls dahm tsn$€ wartu 3 GCa) buhn sCFk

dllettiUonnya SpfMDN t&k ada kegiatan nyab dlberilon
sanlol bgoran brtulls pallrg banyak 3 (tga) kali bortuflX-
tunn;

(2) Tenggarp rtaktu peringetin sebagaimana dlnralcud dalam
ayat(1) ma$ngprnasirp perlngtrn 3 Gigs) buhn ;

(3) Apablla sampal dengan pednCen totulb kotga tonggeng
*akUnya habls bslum ada keghbn, maka SpfMDN dapat
dlcabut kscuali dergm alasan yang dapst
dlpefttpgungi.uabllan;

(1) Bagi pomegnng SPfMDN yang bhh mehkulcan
p€nguaaan bnah balk yan srdah kdur haknya maupun
yar19 belum keluar haknya 0d.k ada keglatrn nytta
sebagnlmana bl Sp-pUDll dlkenalcrn sanlsl sesual dcrgan
Pentunn Pemerinbh l{omor 36 Tahun 19gg, Kcputrcan
Mcnlsrl Ddam tteged tlooror 2€g Tahun 1S2, Koputulan
Kcpala Barhn Pertrnahan trlegnn Nonror 2 Tahun 2fiI3 dan
ln$ukJ Menbd Dahm Negerl llomor 2 Tahun igg2 dan
atau Perfrran penrndangrurdangon nng berhku.

Pasal 'll
Pencahrbn SPfMDN dapatdllakukan :

a. Du6nn permohonan apatrih :

1) Peryallhan seluruh asset atau;

2) Pembubaran (lkukh| eu;
3) Plndah lokari ke luar daerah &u;
O Penggsburgan (merger) atau;

5) AIrs kemauan eerdid (ahsan hln).
b. Tanpa permdlonan apablh penanam modal torbuld

mclakukan pengmpangan / pdanggaran aE peratrran/
keffitan yang berhfu sstehh dlprfus obh pengndlhn yang
tehh mempr.rnyai kekuatan hukum btrp.



BABVl

KETENTUAI{ PENUruP

PasEl 12

l'lal-hal yary bdum ankup dffir dahm Peratunn Daerrh lnl,

scpanlary mengenal pelabanaannya akan dhrr bblh lanpt obtr

Kapeh therah.

Pasal 13

Peratunn Daerah ini mulai b€daku pada tanggal dlundangkan

Agar sotiap orang dapat menge0ahuinya msmerintrhhn

pengurdangan Peraturan Dasrah ini, derpnn menempd<annya

dahm Lembaran Daerah kabupaten Kedirl.

Dlb0rplandl Kcrild

p.Ohneml,lE-5-ZD4

zuPATI KEDRI,

TTD

suTRtSNO

Dtnengiltrtr dl KedH

peda tmepnl,1E-5-2m4

SEKRETARIS DAERA}I

TTD

DJOI(OSOEH Rl.lO

I.EMBARAN DAERAH K/TEUPATEN KEDIRI

TAllt N 2004 l.lOtlOR 3 SERI E

Dbelin Se$nl tlengnn rdlnya
A.N. zuPATI KEDIRI

DJOKO SOEHARNO

-,/
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PENJELASA}I ATAS

PERATUMN DAEMH KABI'PATEN KEDIRI

r.lcl|roR 6 TAI|UN 2004

TENTA}G

PEMNAIT/AII tvtODAL Dt IGBUPATEN KEDtRt

t PENELAfIAIIUMUM

Guna moilallrnr pcrlindngm brgi maryam&rt yrng mlekrtra trcddm
pcaanama modat pcrlu didrlc,rl t!0cottra. tpmla dro pqgerna - pcqgdna!.

pcotmsrae pcrctmomiaa yaog nrtrggnh - mgguh dapat bcjalo apabita

dlor riil ded bcrfcabeg mohhri altivits pcil.orma modal, okh trror itr
Pormrm Drcrah tcotag Pcnrnanra r{odrl ini m.og.oelng kotlotua - b6ue
yog @t mcrmgilog lcgim pcoarmm nodd di ds.lr

Kcddm pcn aee nodal momititi cdot gnd. yang targang d{d
dhilsnati olch nrcyrrtd,ole,h tsae inr Ponorintrh Drcrah pcrtr rcobcrifm
ftrititar mryua Lc'mtdrtm bsgi pcL&rao.a pcauame modal di Krbrpaca Kcdiri

tr. PENJEI,.ASAI.I PASAL DEI\'I PASAL

Pr.d I
Prlil 2

ryd (r)

syd (2)tyd(4')

ayrt 4 tluntrr, c do f

.yst4 lluntrd

Orhtpjda!

- )ag dmrt d dmgm fcwcnragm Orcrdr

adalah daLrnPa!.t lf Undog-rmdang No. 22

Tahuo 1999 tdog Pmintrhm Daah;
- ].aqg dimrtqd d"qgrn bidaog ruehe ffirlr+

mttlst tdstah rcbsgaimet dimrtrud dlm
Kcetfina Prcdda Nomc 96 Tdilm 2000

juaoto Kcflrtle P!6ida Nomor 118 Tdnrn

2000 tcotmg

Cnhpjol$

fob Copy y8l8 &rnttrqld dsLh Fotr Copy yaag

dirrhtm ole& Pcjrbat Bcrnanag;

Propoeal Proyct momult :

l. Prosee produbl yang dlbrpl€d dengBn

began alur prooos, serta mencqnfumkan
jenls bahan baku/ bahan p€nolong, hgi
indu*l porqolahan; atru



-''

Prd4 tytd(l)
IInntre

Ilutdb

Itmfcrqeittmf o

nmff,g,htloi

Prrrl 5S@siPrldt
Parsl9

Pasal 10 or4riPod 13

1t

bogl keglabn dl2. Urahn lcgiatan usaha'

: Cutupish!

: Polalranaoya rcluai d&g!o kciofit& tcdtog IUI

(IzisUlrh. hdulti)

: Cnlaryjolar

: Pdrlroraya rmei &ngar tocmun Pcrrm

Poruodaguodogm Ymg bdhhr'

: Grhryjcls

: Inrcotif dabh tuilits do kodda Ymg

recdfm old Pooriteh Orrah K$lpacn

K!{fti !.b.gri pcoerg,o tt's Lcsitta

poomm mdd ymg dil'Ltetts sonr'i d'ogp

Lcmuoyegborlak'
: <hhryjolar

TAI\'BATIANLEI\'IBARAI{DAERNIKABI'PATENKEDIRINOMOR 
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